SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FAKFAK,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pajak
Daerah secara profesional, efektif, efisien dan tertib
administratif, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas
pelayanan pajak kepada masyarakat serta untuk menunjang
kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Fakfak;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6697);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6881);
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Menetapkan:

8.

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 034);
Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 043);

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah
Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 66) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 16 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah
Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Fakfak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Fakfak.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah
Bapadan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dankewajiban sesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarya pajak atau
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi

kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Organisi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, Dimana dan oleh siapa dilakukan.

administratif adalah standar prosedur yang diperuntukan bagi jenis-jenis
pekerjaan yang bersifat administratif.

SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.
Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP
berupa tulisan dan diagram alur.

Verfikasi SOP adalah proses memeriksa kebenaran dan kesesuaian SOP.
Uraian prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam
melasanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
Diagram alur adalah gambar yang menjelasan alur proses, prosedur atau
dokukmen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-
bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.

Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan
berupa barang dan jasa.

Pelaksana adalah pegawai/wajib pajak yang melaksanakan SOP dalam
pekerjaannya.

Tingkatan unit kerja adalah unit kerja lebih rendah sebagai pendukung

unit kerja diatasnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Bapenda dalam

mengedintifikasi, merumuskan, meyusun, memonitor, mengevaluasi serta

mengembangkan SOP Pajak Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
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Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. Membantu setiap unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah dalam
penyusunan SOP Pajak Daerah;
Menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan;
Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggraan pemerintahan; dan

a &> b

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

BAB II
PENYELENGGARAAN SOP PAJAK DAERAH

Pasal 4
(1) Penyelenggaraan SOP Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini digunakan
sebagai pedoman Bapenda dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi
terkait dengan Pajak Daerah.
(2) Penyelenggaraan SOP Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman Penyelenggaraan SOP Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, digunakan untuk seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan

termasuk pemberian pelayanan internal maupun eksternal yang dilaksanakan

oleh Bapenda yang berfungsi sebagai:

1. Sebagai ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam menyelesaikan,
memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugasnya;

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan
seorang pegawai dalam melaksakan tugas;

3. Meningkatkan akuntabilitas, efesinsi dan efektifitas pelaksanakan tugas
dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
dan

4. Menjamin konsistensi pelayanan kepada Masyarakat dari aspek mutu,

waktu dan prosedur.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 15 Juli 2024
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak

pada tanggal, 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD
SULAEMAN USWANAS

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 25
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